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ABSTRACT
The street vendor existence as a part of informal business sector have potency to
create and extend job opening especially for worker that do not have enough ability and
special skill to work in formal sector because of their education factor. The street vendor
often fulfill the street and disturbt traffic regulation. The disturbance at street
infrastructure caused a traffic jam.
The aim of this research is to analyze the conseptual model of street vendor in
Surabaya. The data will be analyzed use organization developing analysis, partnership,
establishing, and business performance through street vendor empowering. This research
is hoped to help government to make policy in order to solve the problem about traffic jam,
arrangement of the city and also to improve performance of street vendor. Sample for this
research is 100 street vendor from 10 locations in Surabaya. We used Structural Equation
Modelling (SEM) as the analysis technique for this research.
With used AMOS 4.01, we found that developing of street vendor organization can
not give contribution to street vendor empowering significantly and patnership can not
give significant contribution to street vendor empowering. However, establishing of street
vendor can give significant contribution to street vendor empowering. Likewise, street
vendor empowering can give contribution to street vendor performance significantly.
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Hampir semua kota-kota di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar untuk
mampu membuat kebijakan yang pro-rakyat miskin. Salah satu isu perkotaan yang perlu
dikelola untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan adalah isu Pedagang Kaki Lima (PKL).
Banyak kota-kota yang gagal atau belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan
kebijakan pengelolaan PKL yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif. Pendekatan yang
berbeda diperlukan untuk menghasilkan kebijakan serupa itu
,
 yaitu kebijakan yang bersifat
terintegratif dan partisipatif.
Pengalaman menunjukkan bahwa program pengelolaan PKL yang sukses menuntut adanya
elemen-elemen kebijakan yang meliputi: kejelasan visi dan konsep; adanya basis data dan
informasi yang akurat; adanya institusi yang berfungsi sebagai leading agency
,
 adanya
regulasi yang memberikan kepastian hukum; dan adanya asosiasi komunitas PKL yang kuat.
Bagaimana Pedagang Kaki Lima (PKL) diperlakukan di suatu kota menjadi cermin
kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menjalankan tata
pemerintahan yang baik. Selama ini, banyak kota-kota telah gagal menghasilkan solusi bagi












